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Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis 

kepada mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta 

subsider 1 bulan kurungan. Hakim juga meminta Ilham membayar uang pengganti sebesar Rp 150 

juta rupiah. 

“Menghukum terdakwa untuk membayar uang penganti sebesar Rp 150 juta rupiah, dengan 

ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 tahun setelah putusan terdakwa tidak 

bisa membayar, hartanya akan disita dan jika tidak mencukupi akan diganti hukuman penjara satu 

tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Tito Suhud saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor 

Jakarta, Jalan Bungur Raya Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/2/2016). 

Vonis hakim kepada terpidana kasus korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer instalansi 

perusahaan daerah air minum (PDAM) di Makassar tahun 2007-2013 ini, lebih rendah dari tuntutan 

jaksa KPK. 

“Terdakwa telah terbukti meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama,” kata 

hakim Tito. 

Jaksa sebelumnya menuntut Ilham Arief dengan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp 300 juta 

subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 5,505 miliar. 

Hakim menilai Ilham terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

sama dan berlanjut dalam kerjasama rehabilitasi, kelola, dan transfer pengelolaan instalasi 

pengeloahan air (IPA) II Panaikang, Makassar antara PDAM Makassar dengan PT Traya 

Tirta Makassar tahun 2007-2013. 
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Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 45,84 miliar. Terdakwa juga terbukti 

menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 5,5 miliar dan turut memperkaya Direktur Utama PT Traya 

Tirta Makassar Hengky Widjaja (yang telah meninggal dunia) dan perusahaan tersebut sebesar Rp 

40,33 miliar. 

Atas perbuatannya Ilham dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 

yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

 

Sumber Berita: 
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Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

a. Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

b. Pasal 18 

1) Ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: 

a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang 

tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana 7 

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi 

dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 

b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan 

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 

tahun; 

d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau 

sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah 

kepada terpidana. 
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2) Ayat (2) menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan 

sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

3) Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman 

maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini 

dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 

Dalam vonisnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta 

menjatuhkan putusan yang terdiri dari: 

1. Pidana pokok, yaitu sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. 

Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa bersalah melakukan penyalahgunaan 

wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

2. Pidana tambahan, yaitu sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 


